LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT IT SALAVIGA
B TAHUN 1983 NOMOR 9

ATURAN DAIRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATICGA
NOMOR : 12 TAUN 1982
TENTAY G
PENGANGKUTAN ,PENUMPANC UMUM DENGAN NAMA ANGKO=-
74 ( INGKUTAN KOTA ) DALAM VILAYAH KOTAMADYA -
DAERAH TING..T IT SALATIGA
DENGAN RAHMAT TUFAN Y.NG MAHA ESA
WALTKOTAMADYA KEPALSA DLIRAH TINCGKAT IT SiLATIGA

ae bahwe dengan semakin meningkatnya jumlah sara-
na mngkutan kendaraen bermotor roda empat, khu
sus dipergunakan untuk angkutan penumpang umum,
yang beroperasi di daluem wilayah Kotamadya Da=
erah Tingkat II Salatiga dan sekitarnya, yang
dikenal dengan nama [ngkota ( ingkutan Kota ),
maka diperlukan pembincan. dan. pengaturan. yang
lebihV sérta memadel ;

Menimbahg 3

be bahwa dalam rangka pembinaan dsn pengaturan. =~
ngkota secara tertib, berdaya guna dan. berasil
guna, sertaypening “atan inceme Daerah, maka di
pandang perlu untuk menetapkan Peraturen. Daerah
Kotamadya Doerah Tingkat IT Salatiga tentang =
Pengangkutan Penw.pong Umum dengen noma /ngko=
ta dalam wilayah Kotamedya Daerah Tingket IT -

Salatigase
nengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok
pokok Pemerintahfdi ™erah }
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Undang=Undang Nomor 17 Tchun 1950, tentang Pembentuk
an Daerch-Daerah Kota Kecil dalam lingkungen Propin
si Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957, tentang Perg
turan Umum Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965, tentang Lalu-lintas
dan. fngkutan. Jalan Raya ;

Peraturan. Pemerintah Lalu~ILintas Jalan Tanggal 15 -

Lgustus 1936 ;

Peraturan Daerah tanggal 19 Pebruari 1973, disych -~

kon. Gubernur Kepala Daerah Tingkot I Jawa Tengah =

tanggal 8 Pebruari 1974, nomor : G - 58/1/18 tentang
Pengangkutan. Unulle

Dengan persetujuan Dewan Perwakilaon Rakyat Daerah Kotae
madya Daerah Tingkat IT Salatiga,

MINET/PRAN ¢

MEMUTUSEKAN :

PER.ATURAN DAFRAH KOTaM:DYZ DAERAH TINGEAT II SALL -
TIGA TENTANG PINGANGKUTAN PiNUMPANG UMUM DENGIAN Nie
ML ANGKOTA ( ANGKUTAN KOT. ) DiLAM WILAYAH KOTAMA -
DY/A DaERAH TINCGIKAT IT SALATIG e

Bl g o8 T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerch ini yang dimaksud dengan

Qe

be

Ca

Pemerintah Daerah ialah Pemerinteh Kotamadya Daerah Tingkat. IT

Salatigae

Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT So-

latigas

DIPEND: ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatigas
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de ITWIL ialah Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah.iinckat HL
Salatigoe &
es Bagian Hukum & Ortala ialah Bagion Hukum & Ortala pada Sekre
" toriat Kotamadya Daerch Tingket II Sclatipges o
fo ANGKOTL ( ingkuton Kota ) ialah sarana angkutan kendoracn be:
notor roda empat khusus dipcrgunaken untuk angkutan penumpanE
ununn dengan pembeyarcm, yong beroperasi di dalam wilayah Kote
medya Doerah Tingket IT Salatiga. 3

o Ijin pongkolen ialch ijin baga ANGIOTA untuk mempergunckan .-
Pangkelan yang disediakon. oleh Pemerintah Daerahy khusus unt

ANGKOT fie
B AB 2
TJIN P.NGK/L.N D/N BBELYA PERIJININ
Pasal 2

(1) Setiap penguscha ingkota diwejibken untuk memiliki ijin Pany
kalan yeng dikelucrkon oleh i.epcla Daerah.

(2) Ijin Pangkalen dimcksud pesal 2 oyt (1) tidak membebaskan -
pengusaha fingkote dari ketentuan-ketentuan perundangan yong
berlaeku bagi Peruschaan. ingiiatan Penunpang Ununle

Pascl 3

Untuk mendapatkon ijin pangkalan sebageimana dinaksud pasal 2 e
ayet (1), pengusaha /ngkota mengrjukaon periohonan kepada Kepala
Daerah dengan cara mengisi formulir perdaftarallyeng disediakan
olch Pemerintah Doerch, serta dilengkari dengan scgala persya-
ratan yong telah ditentukan,
Pasal ® 4
(1) Bagi sctiap pemohon yang telch mencrpatkon ijin, dikenokel
beaya scbesar Rpe 5.000,~ ( Lima Ribu Rupiah ).
(R) Perpanjangan/pembcharuan atas ijin terscbut poda pasal 4 -
ayat (1), dikenakon becya sebesar Rpe 245004-— ( Dua ribu-
lina ®oatus rupish ),

Pasal 5 e
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Pasal 5
Penegang i1jin pangkalan dilarang mengadakan perubchan dan.
nmemindah tangankon ijin kecuali dengan persetujuan Kepala Dac—
rahe

B AB IIT
MASA BERLAKU IJIN P.uNGKALAN
Pasal 6

(1) Ijin Pangkalcon berloku untuk jongka wektu 1 ( Satu ) tahun
daQMLhﬂammmwhpw(ﬁpﬂbﬁmmuﬂﬁpwmmﬁmgauwImﬁ@
honan penegang 1jine

(2) Dolem waktu selambat-lombatnya 1 (satu) bulan sebelun jang-
ka woktu tersebut pada pasal 6 ayat (1) berukhir, pemegang

ijin harus sudoh mengajukon. permohonan pembaharuannycs

Pasal 7
Dalan hal pembaharuan ijin, bilc scnmpai pada batas woktu -~
berakhirnya ijin lema belun juga diterime yong baru, naka ijin
lana tetap berloku sampai dengon diterimanyc keputusan pembaha-

ruon atou penolakan ijine

8. B Iv
PANGKALN DAN ROUTE ANGKOTA
Pasal 8

(1) Setiap ingkota horus berpangkel dipangkalan khusus yang di
sediakan untuk itu dan ditetapkan Kepala Daerah.

(2) Setiap pengemudi ingkota wajib mentaati tata tertib pangka
lon Angkota dan melalul route sesual dengan ketentuan yang
berlakue
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(3) Setiap ingkota wajib berhenti pada tenpat-tenpat pemberhenti
an yeng telah ditetaopkan oleh Iiepale Daerah,
Pasal 9
Kepala Daerah nenetopkan route /nglota dengan nemperhatikan

kebutuhan penakai jasa /ngkotae
B l'). B V

PENGAUAS/N, PFYYIDII /N D/N S..NKSI
Pagal 10

Pcngawasan. atas pelckscnaan Peraturun Drersh ini dilokukan Jjuga

oleh

1. ITVIL

Re DIPIND..

3e BLGAIAN HUKUM & ORT..Lie

Posrds 1
Penyidikan. terhadap setiap pelanggiran. atas Peraturan Dacrah
ini dilckukon. juga oleh ITHIL.
Pacad. 1@

(1) Dihukun dengan pidanc kurungan sclana~lananya 1 (satu) bulan
atau denda setinggi-tingginy: Rp. 10,000,~- ( Sepuluh ribu ru
piah ), barang sicpa neleonggar ketentuan~-ketentuan pasal 2 -
ayet (1), pasal 4, pasal 5, pcsal 6, pasal 8 Peraturan Dacrch
inde

(2) Tindak pidona sebogainona tersebut pada ayat (1) pasal ini,

adalah pelanggarcne
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B i B VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 13

Junlah jngkota dalanm wilayah Kotamadya Daerch Tingkat IT
s;%ﬂpigg ditetapken oleh Kepcla Daerah sesuai dengan'kobutuhan.
' ' Posel 14
Fal hal yang /pelun dictur delom Peraturen Deorch ini, ckan di

atur lebih lanjut olech Kepala Daerah sepanjang tentang pcloksa-

naannya.,
BALB VII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini sclanjutnyz disebut Peraturan Dacrsh
tentang [ngkota, dan nulai berlaku pade hari pertaaa sejak diundong
kan, serta sepala peraturan sebelumnyc yang bertentangan dengan. -

Peraturan. Doerch ini, dinyatekan tidak berloku lagi,

Salatiga, 1 Descuber 1982,

DEWAN PERWAKILAN ROKYAT DAERAH WALIKOTAM/DY i KFP.L. DAERAH
KOT/ MADY:A DALRAH TINGK.T IT TINGKAT IT S.LATIGA
SALATIGA
KET Ul Capa ;78 07
Cape ttde
PCe SOETRISNO DJOKO S:NTOSO, BAi
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Diundongkan pacda tanggal 24 Sep
tenber 1983, Dimuat dolan Lenba
ron Doerah Kodya Dati IT Salati
ga, Seri B Nouor 9 Tahun 1983,

Sckretaris Kotamadya/Deerah

Copis ttde

DRSeS0:LYONO
NIPs 5000306034--

Disahkan dengan Surat Ke—~
putusan. Gubernur Kepala -~
Daerah Tingkat I Jowa Te-
ngahsTenggal 18 Juld 1983
Nomor 188.3/133/1983,.
Sckretaris Wilaysh/Doerah
B/ Kepala Biro Hukum,

Capa ttd,

(M A WA M B ),
NIPe 500026890 4=




